PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 9 TAHUN 2010

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH PADA PERSEROAN TERBATAS (PT) BANK PEMBANGUNAN DAERAH

Menimbang

Mengingat

KALIMANTAN TENGAH
DENGAN RAHMATTUHAN YANG ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

: a. bahwa Pemerintah Daerah sebagai salah satu pemegang saham pada

1

PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah telah sepakat
menambah penyertaan modal pada Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa (RUPS-LB) PT.Bank Pembangunan Kalteng tanggal 28
Juni 2008 dan tanggal 27 Juni 2009.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan
Tengah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi
Kalimantan Tengah Pada Perseroan Terbatas (PT) Bank
Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah;

Undang - Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah
Swatantra Tingkat | Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Swatantra Tingkat | Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan
Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1622);

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran
Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3472); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10
Tahun 1998;

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3843);

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4286),

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4355),

6. Undang-...



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Pembentukan Peraturan
Perundang undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4438);

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4756);

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum,
(Lembaran Negara Nomor 90, Tambahan Lebaran Negara Nomor
3655) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 60
Tahun 1996, dan diubah lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor
38 Tahun 1998;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tentang
Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2005
tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
Pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah
Kalimantan Tengah

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

Dengan...



Menetapkan

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Dan
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
MEMUTUSKAN:

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH PADA PERSEROAN TERBATAS (PT) BANK
PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Kalimantan Tengah dan
Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah.

2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah;

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

4. PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah yang disingkat PT
Bank Kalteng yang selanjutnya disebut Bank Kalteng adalah PT Bank
Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut
APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah.

BAB 1i
TUJUAN

Pasal2

Tujuan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi pada Bank

Kalteng, adalah :

a. Untuk dapat meningkatkan daya saing serta guna mengantisipasi
perkembangan ekonomi lokal, regional, nasional maupun global.

b. Untuk mendukung upaya perluasan wilayah usaha dan
pengembangan produk.

c. Untuk meningkatkan kemampuan dan fleksibilitas, dalam rangka turut
membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan
pemerataan pembangunan Daerah.

d. Untuk memenuhi kriteria sebagai Bank Sehat.

BAB liI
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal3

Dalam rangka Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada
Bank Kalteng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan
sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal...



Pasal 4

Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah melakukan
Penambahan Penyertaan Modal kedalam modal saham Bank Kalteng
sebesar Rp.139.000.000.000,00 (seratus tiga puluh sembilan milyar
rupiah).

Pasal5

Jumlah modal daerah yang telah disetor oleh Pemerintah Daerah Provinsi
kepada Bank Kalteng, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Penyertaan Modal
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Pada Perseroan Terbatas (PT)
Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah sampai dengan tahun
2010 sebesar Rp.61.000.000.000,00 (enam puluh satu miltyar rupiah).

Pasal6

Dengan adanya Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4, maka jumlah penyertaan modal daerah kedalam
modal saham Bank Kalteng adalah sebesar Rp.200.000.000.000,00 (dua

ratus milyar rupiah).

BABIV
PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal7

Pelaksanaan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi yang
ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Provinsi
menganggarkan dalam APBD Provinsi mulai Tahun Anggaran 2011
sampai dengan Tahun Anggaran 2021 secara bertahap yang besarnya
akan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.

BAB...



BABV
KETENTUANPENUTUP

Pasal8
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan

Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 21 Oktober 2010

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,
TTD
AGUSTIN TERAS NARANG

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 9 Nopember 2010

Pit. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN,

TTD

SIUN
LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2010 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROVINS]I KALIMAN TENGAH




PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 9 TAHUN 2010

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINS| KALIMANTAN
TENGAH PADA PERSEROAN TERBATAS (PT) BANK PEMBANGUNAN

. UMUM

DAERAH KALIMANTAN TENGAH

1. PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah berdasarkan Peraturan
Daerah Provinsi Daerah Tingkat | Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1999
tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan
Tengah dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroaan Terbatas (PT) Bank
Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah.

2. Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham - Luar Biasa (RUPS-LB) pada
tanggal 28 Juni 2008, terjadi perubahan modal dasar semula Rp. 150.000.000.000
(seratus lima puluh milyar rupiah) menjadi Rp. 500.000.000.000 (lima ratus milyar
rupiah) yang terdiri dari :

a. Saham Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, sebesar 40 % atau Rp.
200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah)

Saham Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah, sebesar 55 % atau

Rp. 275.000.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima milyar rupiah), terbagi atas:

b.

1).
2).
3).
4).
5).
6).
7).
8).

9).

10).
11).
12).

13),

14).

Pemerintah Kota Palangka Raya, sebesar Rp. 13.500.000.000,00 (tiga belas
milyar lima ratus juta rupiah);

Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, sebesar Rp. 21.500.000. OOO 00 (dua
puluh satu milyar lima ratus juta rupiah);

Pemerintan Kabupaten Kotawaringin Timur, sebesar Rp.21.500.000.000,00
(dua puluh satu milyar lima ratus juta rupiah);

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, sebesar Rp.23.500.000.000,00
(dua puluh tiga milyar lima ratus juta rupiah);

Pemerintah Kabupaten Barito Utara, sebesar Rp.21.500.000.000,00 (dua
puluh satu milyar lima ratus juta rupiah);

Pemerintah Kabupaten Kapuas, sebesar Rp.21.500.000.000,00 (dua puluh
satu milyar lima ratus juta rupiah);

Pemerintah Kabupaten Barito Timur, sebesar Rp.19.500.000.000,00
(sembilan belas milyar lima ratus juta rupiah);

Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, sebesar Rp.15.500.000.000,00 (lima
belas milyar lima ratus juta rupiah);

Pemerintah Kabupaten Katingan, sebesar Rp.19.500.000.000,00 (sembilan
belas milyar lima ratus juta rupiah);

Pemerintah Kabupaten Murung Raya, sebesar Rp.19.500.000.000,00
(sembilan belas milyar lima ratus juta rupiah);

Pemerintah Kabupaten Seruyan, sebesar Rp.19.500.000.000,00 (sembilan
belas milyar lima ratus juta rupiah);

Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, sebesar Rp.19.500.000.000,00
(sembilan belas mityar lima ratus juta rupiah);

Pemerintah Kabupaten Lamandau, sebesar Rp.19.500.000.000,00 (sembilan
belas milyar lima ratus juta rupiah);

Pemerintah Kabupaten Sukamara, sebesar Rp.19.500.000.000,00 (sembifan
belas milyar lima ratus juta rupiah);

c. Saham Pihak Ketiga sebesar 5 % atau Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima
milyar rupiah).
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3. Untuk memperkuat struktur permodalan PT. Bank Pembangunan Daerah
Kalimantan Tengah dan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah perlu dilakukan penambahan penyertaan modal kedalam
modal saham PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah.

4. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa penyertaan modal
daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dengan dasar ini lah dilakukan
penambahan penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah ke dalam
saham PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah.

Il. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal2
Cukup Jelas

Pasal3
Cukup Jelas

Pasal4
Cukup Jelas

Pasald
Cukup Jelas

Pasal6
Cukup Jelas

Pasal7
Cukup Jelas

Pasal8
Cukup Jelas
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